Scanned by TapScanner



08 Tahun 2016 tentang Penyandang

34 Tahun 2024 Tentang Uraian Tugas Pokok,

Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

ng Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

ndang Republik Indonesia No

Disabilitas

5. Peraturan Walikota Tanjungpinang No.
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PASAL 2

Pengertian

lu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang pada PIHAK

KESATU yang akan menjalani Rehabilitasi Sosial dan memerlukan pembinaan dan

Rehabilitasi oleh PIHAK KEDUA

yang

itasi dasar adalah pembinaan dan bimbingan dan Rehabilitasi

stuhkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terkait program

bil

haan yang dilaksanakan PIHAK KESATU
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PASAL 5
Hak dan Kewajiban

S ¢ Melakukan Koordinasi terkait Pemerliu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS

- Yangakan dititipkan untuk direhabilitasi oleh PIHAK KEDUA.

i * Melakukan Pendampingan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosia

LG - (PPKS)sebelum direhabilitasi oleh PIHAK KEDUA

i * Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pengantaran Pemerlu Pelayanan

i Kesejahteraan Sosial ke PIHAK KEDUA.

 Menyampaikan keadaan dan Kronologis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) yang akan direhabilitasi kepada PIHAK KEDUA.

* Melakukan kunjungan dalam waktu tertentu kepada Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dititipkan pada PIHAK KEDUA

'-_bt HBI(=
» Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) PIHAK KESATU mendapat
' | meliputi pembinaan, sandang, pangan oleh PIHAK KEDUA.

s HAK KESATU Mendapatkan informasi terkait keadaan Pemerlu Pelayanan
~ Kesejahteraan Sosial selama dititipkan pada PIHAK KEDUA.
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Iv.  Pemerlu Pelayanan

Terlantar untuk seme
saja;

P V. Identitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) waijib sudah ada,

Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk Lanjut Usia
ntara waktu hanya bisa menampung 3 (tiga) orang

s sakit, PIHAK KESATU wajib membantu pengurusan biaya operasiona
ora e ~untuk ke rumah sakit.

b. Hak:
« Mendapat sarana dan prasarana dan bantuan yang dibutuhkan PIHAK
KEDUA selama memberikan pembinaan dan Rehabilitasi kepada Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada PIHAK KESATU.

PASAL 6
Jangka Waktu

anjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak

andatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas
rsetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada

~ pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

o . PASAL 7
B Monitoring dan Evaluasi

sepakat apabila diperlukan maka dapat dilakukan evaluasi dan
p 3 (tiga) bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerjasama.
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it S s is PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk
\enentukan tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

| e ' .' PASAL 10
' Addendum

an jalam Perjanjian Kejasama akan ditetapkan lebih lanjut atas -dasar_ e
ARA PIHAK dan bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis ot 8t
i pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya,_ unmk cee
in merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anjian.j
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ini ini dibuat dalam rangkap 2 (
rta mempunyai kekuatan hukum

Scanned by TapScanner



